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ABSTRACT 

This paper, entitled “Effects on the Marriage Covenant Not Registered”. The 

purpose of this paper is to know about the terms of the marriage covenant and the legal 

consequences of the marriage covenant are not registered. The method used is a 

normative legal research. Normative law is a law research with the approach of 

legislation (the statue approach). The conclusion of this study is, the requirements that 

must be met in order for a marriage settlement has binding force against third parties is 

to ratify the agreement that marriage to the employee registration of marriage as 

stipulated in Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law and the legal consequences 

if the marriage covenant are not registered the employee registration of marriage to 

husband and wife continue to have legal consequences for both sides, while for a third 

party, if the marriage covenant are not registered then the legal effects of the marriage 

covenant are not legally binding on third parties. 
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ABSTRAK 

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang 

Tidak Didaftarkan”.Adapun tujuan daripenulisan ini untuk mengetahui mengenai 

persyaratan perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan 

yang tidak didaftarkan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif.Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan 

perundang-undangan (the statue approach).Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah,persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai 

kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mengesahkan perjanjian 

perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinandan akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak 

didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai 

akibat hukum bagi kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian 

perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut 

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. 

Kata Kunci :Akibat Hukum, Perjanjian, Perkawinan 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya 

melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang 

dilakukan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah.Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena 

keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau 

pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada 

ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut.Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan(UU Perkawinan) menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan 

yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. 

Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan 

akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan 

mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka,
1
dengan demikian 

perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat. Selain itu 

dalam UU Perkawinan diatur pula mengenai perjanjian perkawinan.
2
 Bagi masyarakat 

Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah 

perjanjian kawin masih jarang dilakukan.Namun demikian Undang-undang Perkawinan 

telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. 
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1.2 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang persyaratan 

perjanjian perkawinan dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak 

didaftarkan. 

 

II. ISI MAKALAH 

2.1 Metode Penelitian 

 Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan 

mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur.Jenis pendekatan yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statute 

approach). 

 

2.2 Hasil Dan Pembahasan 

2.2.1 Persyaratan perjanjian perkawinan 

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat 

sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.
3
Pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam Kitab Undang 

UndangHukum Perdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalamtitik tolak 

yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin 

menurut para ahli hukum.
4
Perjanjian kawin adalah perjanjian atau persetujuan yang 

dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan 

dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan 

mereka.
5
Undang-Undang memperbolehkan calon suami istri untuk membuat atau tidak 

membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan.
6
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Menurut pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana 

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian 

ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan 

(pasal 29 ayat 2). Namun sejak tanggal tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi 

telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) UU 

Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 

2015 (Putusan MK 69/2015). 

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu 

perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami 

bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. 

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan:“Pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku 

juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 69/2015, ketentuan Pasal 29 ayat 

(1) UU Perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut: 

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:“Pada waktu, sebelum 

dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan 

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan 

sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat 

sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan 

berlangsung (postnuptial agreement). 

 

2.2.2 Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan 

Perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang 

membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga 
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berlaku terhadap perjanjian perkawinan.Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 

ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:“pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku 

juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan 

maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada Pegawai 

Pencatat Perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan 

mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnyatersendiri.Akibat hukum apabila 

perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Akibat hukum bagi yang membuatnya 

Dari pasal 29 ayat (1) terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam 

UU Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mnegharuskan 

perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat 

mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis. Sedangkan untuk asas 

berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

menyatakan:“semua persetujuan  yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alsan 

yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.” 

Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan 

apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat 

pejanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau istri, karena dalam UU Perkawinan 

tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku 

jika telah didaftarkan atau disahkan. 

Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme
7
 yang 

menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para 

pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang 

membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di 
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daftarkan maupun tidak.Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan 

yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami-istri yang 

bersepakat membuatnya. Dengan katalain kedua belah pihak tetap terikat dengan 

kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut. 

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga 

Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat 

PerjanjianPerkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian 

Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka 

dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat 

terhadap pihak ketiga. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU 

Perkawinan yang menyatakan:“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, 

kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapatmengadakan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap 

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah 

pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap 

bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. 

Sehingga apabila terjadi persangkutan utang dengan suami dan/atau istri, 

penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami 

dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan 

sendirinya yang ada hanya harta bersama. 

Akan tetapi anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian 

perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa 

suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. 

Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian 

perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut sudah di daftarkan, maka ia tidak 

boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin 

denganpersatuan harta perkawinan.  

Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri 

tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak 

ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya 
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perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak 

ketiga. 

 

III. KESIMPULAN 

Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai 

kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mengesahkan perjanjian 

perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. 

Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai 

pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua 

belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, 

sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka 

akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat terhadap pihak ketiga. 
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